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Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan sebuah organisasi
yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat berdasarkan kesamaan tujuan. LSM
adalah instrumen pengawasan terhadap kebijakan pemerintah serta perantara
antara masyarakat dan pemerintahan, namun dalam tupoksinya yang diatur dalam
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat mulai
mengalami pergeseran, LSM mulai melakukan intervensi ke aparat pemerintahan
demi mencari keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
sumbangsih keilmuan tentang 1) Bagaimana Penyalahgunaan Fungsi Lembaga
Swadaya Masyarakat pada Pemerintahan Desa di Desa Picisan Kecamatan
Sendang Kabupaten Tulungagung dan (2) Bagaimana Penyalahgunaan fungsi
Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap intervensi pada Pemerintahan Desa
dalam perspektif Hukum Positif dan Figih Siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk
1) memberikan gambaran kepada pembaca tentang bentuk penyalahgunaan
wewenang dan intervensi terhadap Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh
Lembaga Swadaya Masyarakat. 2) memberikan tinjauan mengenai Hukum Positif
dan Fiqih Siyasah dalam memandang permasalahan ini. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris dan yuridis. Teknik
pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menujukan bahwa 1) Terjadinya penyalahgunaan fungsi
yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya masyarakat di Desa Picisan Kecamatan
Sendang Kabupaten Tulungagung, penyalahgunaan ini berbentuk intervensi dalam
proses pembangunan daerah dan intimidasi serta dumasing yang berlebihan
terhadap pemerintah desa. 2) Dalam perspektif hukum positif penyalahgunaan
fungsi yang dilakukan oleh LSM telah melanggar Undang Undang Nomor 30
Tahun 2014 Tentang admistrasi pemerintahan dalam pasal 17 ayat (2). Kegiatan
pemerasan dalam pasal 368 KHUP diancam dengan hukuman 9 tahun penjara
serta dalam pasal 378 tentang penipuan ancaman hukuman 4 tahun penjara.
Dalam perspektif Figih Siyasah penyalahgunaan fungsi dan intervensi yang
dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat menyalahi prinsip keadilan (al-adl),
prinsip kemashlahatan (mashlahah) dan prinsip akuntabilitas (al-amanah),
penyalahgunaan fungsi adalah bentuk dari sebuah ghulul padahal dibuatnya
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Undang Undang yang mengatur tugas dan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat
telah memenuhi prinsip maslahah ‘ammah dimana seharusnya segala aktivitas
politik dan sosial bertujuan untuk kebaikan bersama, bukan kelompok tertentu.
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ABSTRACT
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Non-Governmental Organizations (NGOs) are organizations formed by
a group of people based on common goals. NGOs are instruments of supervision
of government policies and intermediaries between the community and the
government. However, in their duties and functions regulated in Law Number 17
of 2013 concerning Community Organizations, there has been a shift, NGOs have
begun to intervene in government officials in order to seek personal gain in the
name of the community.

Based on this, this study is expected to be able to provide scientific
contributions on 1) How the Misuse of the Function of Non-Governmental
Organizations in Village Government in Picisan Village, Sendang District,
Tulungagung Regency and (2) How the Misuse of the Function of Non-
Governmental Organizations towards intervention in Village Government from
the perspective of Positive Law and Figh Siyasah. This study aims to 1) provide
readers with an overview of the forms of abuse of authority and intervention in
Village Government carried out by Non-Governmental Organizations. 2) provide
a review of Positive Law and Figh Siyasah in viewing this problem. This study
uses a qualitative method with an empirical and juridical approach. Data
collection techniques include interviews, observations, and documentation.

The results of the study indicate that 1) There was misuse of function
carried out by NGOs in Picisan Village, Sendang District, Tulungagung Regency,
this misuse took the form of intervention in the regional development process and
excessive intimidation and dumasing of the village government. 2) In the
perspective of positive law, the misuse of function carried out by NGOs has
violated Law Number 30 of 2014 concerning government administration in
Article 17 paragraph (2). Extortion activities in Article 368 of the Criminal Code
are threatened with a sentence of 9 years in prison and in Article 378 concerning
fraud the threat of a sentence of 4 years in prison. In the perspective of Figh
Siyasah, the misuse of function and intervention carried out by NGOs violates the
principles of justice (al-adl), the principle of benefit (mashlahah) and the
principle of accountability (al-amanah), misuse of function is a form of a ghulul
even though the creation of a Law that regulates the duties and functions of
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NGOs has fulfilled the principle of maslahah 'ammah where all political and
social activities should be aimed at the common good, not a particular group.
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